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Ayu Fatikhah. Desember 2025. Pelanggaran Fungsi Jalan Umum Yang 

Digunakan Perusahaan Perkebunan Sawit Sebagai Jalan Perusahaan Di Desa 

Lamunti Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Deden 

Koswara, S.H., M.H.  

 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Lamunti, Kalimantan Tengah, memicu 

ironi "kutukan sumber daya alam" di mana jalan umum yang seharusnya menjadi 

urat nadi ekonomi warga justru rusak parah akibat dilintasi angkutan sawit berbeban 

berlebih (ODOL) yang melanggar klasifikasi jalan dan kewajiban pembuatan jalan 

khusus. Praktik eksternalisasi biaya oleh perusahaan ini mengabaikan hak publik 

dan hanya ditangani melalui skema CSR yang tidak memadai, sehingga penelitian 

berjudul "Pelanggaran Fungsi Jalan Umum yang Digunakan Perusahaan 

Perkebunan Sawit sebagai Jalan Perusahaan di Desa Lamunti" ini difokuskan untuk 

menganalisis secara yuridis kewajiban hukum perusahaan dalam penggunaan jalan 

umum serta mengkaji tingkat pemahaman dan kesadaran hukum baik dari pihak 

perusahaan maupun sopir truk terkait aktivitas angkutan tersebut. 

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif 

untuk menganalisis realitas pelanggaran fungsi jalan umum oleh perusahaan sawit 

di Desa Lamunti, Kabupaten Kapuas, melalui pendekatan sosiologis dan 

perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci (Kepala Desa, 

masyarakat, dan HSE Manager perusahaan) serta studi dokumentasi terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran 

komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. 

Adapun dari hasil ini membuktikan bahwa , Pertama Analisis yuridis menegaskan 

bahwa Perusahaan Perkebunan Sawit memiliki kewajiban hukum mutlak untuk 

membangun dan menggunakan Jalan Khusus, sesuai amanat UU No. 38 Tahun 

2004 dan Perda Kalteng No. 7 Tahun 2012. Penggunaan jalan umum di Desa 

Lamunti merupakan pelanggaran serius terhadap klasifikasi Jalan Kelas III (MST 8 

ton) berdasarkan UU LLAJ, mengingat armada sawit yang kerap beroperasi dengan 

muatan berlebih (overload) menyebabkan kerusakan struktural jalan secara masif. 

Secara filosofis, tindakan ini mendistorsi fungsi sosial jalan sebagai barang publik 

dan melanggar hak masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memikul tanggung 

jawab penuh secara administratif, perdata (Perbuatan Melawan Hukum), dan pidana 

korporasi atas kerusakan yang timbul. Perusahaan tidak dapat sekadar berlindung 

di balik dispensasi yang cacat prosedur atau program CSR, melainkan harus 
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menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas dampak 

operasionalnya terhadap infrastruktur publik. 

Kedua, Berdasarkan data simulasi dan analisis regulasi, ditemukan kesenjangan 

tajam antara norma hukum (das sollen) dan realitas (das sein) di Desa Lamunti, di 

mana aktivitas pengangkutan sawit secara sistematis melanggar klasifikasi Jalan 

Kelas III (MST 8 ton) menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan mengabaikan mandat 

pembangunan jalan khusus sesuai UU No. 38 Tahun 2004 serta Perda Kalteng No. 

7 Tahun 2012. Pelanggaran ini berdimensi luas, mencakup aspek pidana korporasi 

dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diperparah oleh rendahnya kesadaran 

hukum manajemen yang mengalami legal fallacy dengan mengklaim kewajiban 

restitusi perbaikan jalan sebagai program CSR, serta penerapan sistem pengupahan 

yang memaksa sopir melakukan overloading. Secara yuridis, perusahaan tidak 

dapat melepaskan pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan mitra 

plasma (vicarious liability) dan berpotensi dijerat dengan prinsip tanggung jawab 

mutlak (strict liability) mengingat dampak kerusakan infrastruktur yang masif dan 

ancaman terhadap keselamatan publik yang ditimbulkannya. 

Penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan sawit memiliki kewajiban mutlak 

untuk mematuhi batas muatan (MST 8 ton) dan membangun jalan khusus, namun 

tingkat kesadaran hukum masih rendah di mana korporasi sering mengaburkan 

kewajiban restitusi sebagai CSR dan membiarkan sopir menanggung risiko pidana 

operasional. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mempertegas sanksi dan 

mendesak percepatan pembangunan jalan khusus, serta menuntut 

pertanggungjawaban korporasi secara penuh (vicarious liability) untuk 

menghentikan praktik pembebanan kesalahan kepada sopir dan menjamin tertib 

hukum infrastruktur publik.
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ABSTRAK 

 

Ayu Fatikhah. Desember 2025. Pelanggaran Fungsi Jalan Umum Yang 

Digunakan Perusahaan Perkebunan Sawit Sebagai Jalan Perusahaan Di Desa 

Lamunti Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Deden 

Koswara, S.H., M.H. 

 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Lamunti memicu kerusakan 

infrastruktur masif akibat penggunaan jalan umum oleh angkutan sawit yang 

melebihi batas muatan (ODOL), sehingga penelitian yuridis empiris ini bertujuan 

menganalisis kewajiban hukum serta tingkat kesadaran hukum perusahaan dan 

sopir terkait fenomena tersebut. Melalui pendekatan sosiologis dan analisis data 

model Miles dan Huberman, hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran 

serius terhadap UU No. 38 Tahun 2004 dan Perda Kalteng No. 7 Tahun 2012 karena 

perusahaan tidak membangun jalan khusus dan melanggar klasifikasi Jalan Kelas 

III (MST 8 ton), yang diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum berupa legal 

fallacy di mana manajemen menganggap kewajiban restitusi perbaikan jalan 

sebagai dana CSR. Disimpulkan bahwa perusahaan memikul tanggung jawab 

mutlak (strict liability) secara administratif, perdata, maupun pidana korporasi, 

sehingga pemerintah mendesak penegakan hukum tegas serta penerapan vicarious 

liability agar sopir tidak semata-mata menjadi korban dari kebijakan operasional 

korporasi yang eksploitatif. 

Kata Kunci: Desa Lamunti, Perkebunan Sawit, Jalan Khusus, Jalan Umum, 

              Tanggung Jawab Mutlak. 
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